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Pemerintahan rah (L nu r.. n N - ar R publik

Indonesia Tahun 201 N mor " T· Dl_ ah n mb ran

Negara Republlk Indon _sl Non r 587,) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, t r khir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

tnt n01:2. Undang-Undang Nom r

1. Undang-Undang Nomor 9 Tabun tentan g

Pembentukan Kota Cimahi (L smbaran RepuhIik

Indonesia Tahun 2001 Nornor 89, Tambah 1 L rob -an

Negara Republik Indon sie Nomor ,11 );

bahwa dalam rangka tercapainya efisien dan efektifitas dala
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah (APBD)

Kota Cimahi dan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perJu rnenetapkan Peraturan

Wall Kota tentang Standar Teknis Belanja Pernerintah Daerah
Kota Cimahi;

WALl KOTA CIMAHI

D N AN RAHMAT TUHAN YAN' MA' g. A

Mengingat

Menlm'bang

I\HU -

_E'TAN
T N R KNI - I, LA A _-MERI TAH DAERAH xor CI HI
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Pasall

Dalam Peraturan WaHKota ini yang, dimaksud dengan:
1., Standar Teknis Pemerintah Daerah adalah standar yang

digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD..

2. Standar Teknis Belanja Operasi adalah Standar Teknis

Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan

APBD di bidang Belanja Operasi,
3. Standar Teknis Belanja Modal adalah Standar Teknis

Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan

APBD d:i bidang Belanja Modal.

4" Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah harga

satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan

mempertimbangkan tingkat kernahalan yang berlaku di
daerah,

5. Pegawai Aparatur Sipil.Negara yang selanjutnya disingkat

ASNadalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pernerintah

dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kou I

yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan

BASI
KETENTUAN UMUM

PERATURAN WAll KOTA TENTANG STANDAR TEKNIS

BELANJA PEMERlNTAH DAERAH KOTA CIMAHJ.,

MEMUTUSKAN:

4.

'~,.'.", d'..' ., '·T·ahun 2020 Nomor
(Lembaran Negara Repubhk In oneSLa .' ,""'," ., .

bah ,-" . Le , b 'r'"n Neg' ara RepubHk, Indones1a245., Tamb ran . em a a ~,~-

Nomor 657',3)1;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 rentang
- , ' . . __.,.' - ~ ,'.'. -ah'(Le' .. ' ....,b ran Negara RepubHkPengelolaan Keuangan Daer ...., m .ar ...
Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tam bah an Lembaran

Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6322)1;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor ,57);,

3.

....'2 '..

Menetapkan
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menjadi kewenan an D ruh Kat, '.

13. Anggaran Pendapatan dun Belanja Daerah yang:

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

nitm sngajar
P ndidikr

12 I _' _ ,- ~ - kat

-I RD dala r ny len J~ a'l n Uru '4 [ Perri rintahe n yang

ik,

perseteruan darr/atau benturan fisik dengan keker ran

antara dua kelornpok rnasyarakat atau lebih yang

berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak 1 a

yang mengakibatkan situasi tidak aman, dan disinn gras ~

sosial sehingga rnengganggu stabilitas d "I men harnb t

pernbangunan,

10~ Bahan Bakar Minyak yang elanjut y di sebut Be

Bahan Bakar Minyak adalah h n Bak r Min' - untuk
keperluan kendara n di P rn

1L Widyruswara adalah j Ib fun sio

kepada Peg Negeri -li il

yUnit Kerja Pengadr an Barang dan. Ja
di ebut UKPBJ adalah unit kerja peng daan b an

jasa -'ang ada di Pernerintah Daerah Kot Cirn

9., Tim 11'.rpadu Penan ganan Konflik Sosial adalah a

tugas yang bertujuan untuk melakukan p nsn an _

D rah,

- P d
nji n k rj_

nak n tu

7.

em rin h _- atau

rkan

dJ m ,di ' .' ahi tus

..3,-
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Pasa14
(,l) Standar 'feknia, Pemerintah Daerah digunakan dalam

perencanaan I dan pelakeanaan AP'BD Pemerintah Daerah
Kota,

(2) Dalam perencanaan ~-ng&a.rqn~ Standar Teknis Pernerintah

Pasa13

Belanja operasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
merupakan belanja yang terdiri dari:
a. belanja Pegawai; dan
b. belanja Barang dan/atau Jasa

Pasa12

Standar Teknis Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja:
a. belanja operasi; dan
h. belanja modal,

tahunan Pernerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pernerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

14., Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan trrusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah rnenurut aaas otonorni dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonorniseluas-luasnya
dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang ...Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.,
15,., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.
16,. Pernerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom,

17~ Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

18~ Wali Kota adalah Wali Kota CimahL

..4-
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Instruktur;
f. Belanja .Jasa Telepon;
g. Belanja -Jasa Air;
h, Belanja .Jasa Listrik;
I, Belanja Jasa Surat Kabar/ Majalah/ Buku;

J. Belanja. -Jasa Kawat/ Faksimili/ Internet;
k.. Belanja Jasa Paket/ Pengiriman;
1. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor;
m. Uang Lembur;
n. Beban -Jasa Prerni Asuransi Kesehatan;
o, Behan .Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah;
p,., Belanja Sewa;
q. Belanja Beasiswa Tugas Belajar;

f'. Belanja Kursus, Pelatihan, Soslallsasi dan Bimbingan
Teknis PNS Lainnya;

s. Belanja Pemeliharaan;
t. Belanja Perjalanan dinas:
U,~ Belanja Uang dan/ atau J-sa untuk Diberikan kepad

Pihak K!etiga/ Pihak Lain/ Masyarakat:
v. Belanja .Jaea Kantor Lalnnya;
w, Belanja Pemellhar ian jalan;
x, Belanja Klaaiflkasl harga dusar penan mnan J Ian dan

jembatan;
y. Belanja -Jasa pemellharaan jembatan: dan
z. Belanja -Jasa pemelihElriaan drainase.

Narasurnber/

Pasa16

Belanja Barang danratau Jasa seba aimana dimaksud dalam
Pasal S huruf b merupakan Bele nja barang/jasa dan/atau yang

terdiri dari:
a, Belania Bahan' lakar dan Pelumas;

h. Belanjn Makan dan Minuman;

c.. Belanja Pakaian;
d. Belanja .Jasa Sertifikasi;
e. Belanja Honorarium, Tenaga Ahli/
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Pasa! 10
Honorarium ASN sebagaiman ,dimaksud d .larn Pasal 5 huruf
c dipergunakan untuk:
a. Penanggung jawab Pengelola Keu ngan;
b. Tim Pengadaan Bars ng/Jas ..;
c., Tim Pelaksana Kegiatan: dan
d. TenagaPendukung,

Bagian Keempat

Honorarium ASN/ Non ASN

Pasa19
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu besaran alokasi
anggaran yang diberikan untuk biaya pelayanan
kesehatan bagi ASNPemerintah Daerah Kota Cimahi.

Bagian Ketiga

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN

Pasal B

Pelaksanaan Belanja Insentif sebagaimana dimaksud pada
Pasal S huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundan g-undangan.

Pas,a} 7

(1) Belan]a Insentif sebagairnana dimaksud dalam Pasal S

huruf ' ,yaitu tambahan penghaailan yang diberikan atas

penghargai n kinerja tertentu dalam melaksan akan
pemungutan psjak dan retribusi.

(2) Selain ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat diberikan insentif lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Belanja Insentif
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P s' 1 12
(1') Honorarium untuk Ttm Pengadaan Barangj'.Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan
kepada:

Penerirnaan; dan
f, Bendahara Pengeluaran Pernbantu atau Bendahara

Penerimaan Pernbantu.

1(2)1 Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diberikan

berdasarkan pagu anggaran yang dikelolanya,

'(3) Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola anggaran lebih

dari satu DPA.

(4) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam

DPA masing-masing Perangkat Daerah.

(5)1 Anggaran honorarium penanggung jawab pengelola

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling

banyak 10% [sepuluh p ·rs,en), dalam 1 (satu] Tahun

Anggaran,

(6) Pemberian Honorarium sebagairru na dimaksud p d _ayat

(1) diberikan sesuai dengan k tentuan peraturan

perundang-und ngan,

Bendaharaa tauPen.gelu arane. Bendahara

Pae 111

(1) H n rarium Penan run jawab pen elola keuangan

ebas iman dimaksud dalam pasal 10 huruf a,diberikan

, pada:

R. P n una An, nran (PA)I;
b. Pengelola Keuanzan Daerah (PPKD) atau

Kuas _n _una An;g'-aran (KPA);

c.. Pejabat Pel ksana Teknis Kegiatan I(PPTK);
d. Pejabr t Pen' tausahaan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (PPK SKPDJI;
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p isa! 1.3

(,1) J onorarium ASN untuk Tim -1 .k .na Kegiatan

seba taimonu dimaksud datum Pasal 10 huruf c diberikan
kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim

pelaksana ke > iatan untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu berdaearkan WaH Kota atau
Keputusan Bekretarl

b. Kelompok kerja pernilihan pengadaan barang/ jasa

untuk melaksanakan pernilihan penyedia
barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ;,
c. Pengguna Anggar.__n untuk. menetapkan penyedia

untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan atau menetapkan penyedia

untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ..

(2)1 Dalarn hal pejabat pengadaan barang/ jasa dan kelompok

kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima

tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (,1) huruf a dan huruf b, pejabat

pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan

pengadaan barang/jasa tidak diberikan honorarium.

(3]1 Honorarium Perangkat UKPBJ diberikan kepada ASN yang

diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ

berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang,

(4)1 Dalam hal UKPBJ merupakan struktur organisa SJ
tersendiri dan tel .:h diperhitungkan dalam kornponen
tambahan penghasilan sesuai deng ketentuan
peraturan perundang-undangan, ASN yang diberi tugas

tambahan sebagai perangk t p ds UKPBJ tidak diberikan
honorarium dimaksud p ."d

,B. Pejabat Pen daan Barangf-Jasa untuk
n L-_k ", nakan pernilihan penyedia barang/ jasa

suai den an kete ntuan per _luran perun dang-
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m lak _1" ,k~n k ,)lli [,- .n administrasi

k giat n Tim Pel .ksana Kegiatan.

1\ tmak ud pada ayat (4,) diberikan

yat (4)(6}

h

(S)

,e eor.ang _aug diberi

idrnini str itif uru k

tan. kre at

honorarium yang diberikan kep .d

tugas rnelak sam kan n

rnenunjang kegiatan tim
Tim P .laks me K I·

(2J 'I t n i .n p m en uk n tim. yang dapat diberikan
h s, b at b .rikut:

m n (01 ';tp- :~ jels - dan terukur;

b. b sifat ko rdinatlf m uk Tim P smerirrtah Daerah:
11 kan in .tanei pemerintah di

rr p rne rin ! h d erah yan bersangkutan
ntuk tim ang ditandatangani oleh Kepala

- aerah; a u
2)1 ntar at ian kerja perangkat daerah untuk tim

y, tn - dit mdatangani oleh Sekretari Daerah..
c. b r ifat temperer dan pelaksanaan kegiatannya perlu

diprioritaskan:
d. rnerupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi

b gi yang bersangkutan dl luar tugas dan fungsi

sehari ...hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien,

(3J Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang keanggotaannya
berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah,
pengatu ran, batasan jumlah tim yang dapat diberikan

honorarium bagi pejabat eselon Il, pejabat eselon Ill,

pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada

tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat

diberikan honor sesuai dengan ketenruan perundang
undangan yang berlaku.

(4) Honorarium Sekretariat Tim P lak: ana Kegiatan adalah

_,10-
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Pasal IS
(1) Honorarium ASN untuk tennga p- ndukun _I '81 ba mmana

dlmaksud dalam Pasal 10 huruf d diberikan untuk
membiayai kegl tan yang mernerlukan b mtuan tenaga
pendukung,

(2) Mekanlam-c d__n prosedur pembayaran untuk tenaga

pendukung sebagalmuna dimaksud pada ayat (1)

dilakukan eesual dengan keten tuan perundang
undangan,

Pasal 14

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah yaitu
honorarium untuk diberikan kepada anggota tim yang
ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah dengan
jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang

anggota,

1(8]1 8 kretariat Tim -cllaksana Keglat __n seba imana

dirnaksud 'Pad aya (7) mer tpakan honorarlum yang

diberikan kep da sese ran", y n dlberl tugas
rnelakaanakan kegi tan adrninistr ur untuk menunjang

ke _iatan tim p .laksana keeiatan.

(I) .Jurnlah orang dalam Sekre ariat ebagim na dims ks d

pads ayat (4) diatur sebag i 'berikut:
a. palin , banyak 10 [sepuluh] oran untuk rrn

pelaki an- kegiatan yang, ditets pks n oleh kep

daerah; atau
b. paling, banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksans

kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah,

(10) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagairm na
dirnaksud pada ayat (1)1 kegiatan telah terbentuk selama 3
(tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Kota
Cimahi melakukan evaluasi terhadap urgensi dan
efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk
dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan
kerja perangkat daerah,

.. 11 ..



Dipindai dengan CamScanner

I
I ~

Pasa117

(1) Biaya Belanja Bahan Bakar kendaraan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 16 huruf a merupakan alokasi biaya

yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan

operasional kendaraan dan alat berat,
(2) Bahan. bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

bahan bakar minyak,
(..3). Belanja Bahan•.Bakar kendaraan sebazaimar ..- d••imaks id_ _ ,__ ,_ _ u.. ,_, , ,_ e agalmana Ima su.,

pada ayat (1) merupakan pedoman bagi alokasi Belanja

Bahan Bakar Mlnyak untuk mengoperasikan kendaraan

atau alat berat,
(4) Belanja Bahan Bakar kendaraan sebagairnana dimaksud

pada ayat (1)1 digunakan berdasarkan kebutuhan dad

kendaraan atau alat berat,
(S) Selain digunakan berdasarkan kebutuhan dari kendaraan

atau alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)"

pengalokasian kebutuhan Belanja Bahan Bakar dapat

sebagai cadangan untuk operasional kendaraan atau alat
berat,

Pasal 16
(1.) Belanja Bahan Bakar dan Pelurnas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi biaya. Belanja

Bahan. Bakar dan Pelumas
(2) Biaya Belanja Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1')meliputi:
a., Biaya kendaraan dinas dikelola oleh unit ker]a yang

membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas; dan

b. Khusus Kendaraan Dinas Pelayanan/Operasional

Rumah Tangga Pimpinan dan, Rurnah Tangga Setda

yang melaksanakan kegiatan luar daerah/dalam

daerah diberikan tambahan biaya Belanja Bahan

Bakar berpedornan pada analisa kebutuhan,

Bagian KeUma
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas

R 1:2 ..'
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I '
I ~

Pasal19

(1) Belanja makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf b yaitu pemberian atau penyed iaan makanan

dan minuman bagi pegawai yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan,

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku -..n

pada Pernerintah Daerah Kota atau kegiatan :} g

dilaksanakan di luar Pemerintah Daerah Kota,

(,3) Kegiatan yang, dilaksanakan di luar Pem.erintah D aer

Kota sebagaimana dimaksud pad ayat (_) dilakuk 1-

dalam rangka penyelesaian pekerja )I perlu

dilakukan secara intensif dan. bersif t koordin. if yang

paling sedikit melibatkan peserta dari lu s tu kerj ~

perangkat daerah atau rna: yar kat.
(4) Satuan biaya paket kegii__L J rapat atau P rtemuan di luar

Pemerintah Daerah Kot s b ge im na dim.' ksud pada ayat

(2) ditentukan herd c sarkan Ian' a p enyel .nggaraan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

1(5) 'W~tu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terbagi dalama [empat) jenis:

Bagian Keenam
Belanja Makanan dan Minuman

b. rem;
c. gardan; dan

d. perseneling.
(2) Dalam hal pelumas yang dibutuhkan kendaraan tidak

tercantum pada pelumas sebagaimana dimaksud pada

ayat [I], kendaraan dapat diberikan pelurnas lain yang

dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi kendaraan atau alat

berat,

Pasal 18

(1) _iaya Pelumae sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16

yat 1 rneliputi pelumas:

- 13 ,_
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Ion UI k b__\, ah, komodasi 1

.(~u..tu). imIDtlr untuk 2 (duo) loran;

orungj d 1

~mig disi

1 (~"t 1.) k 1If un tuk 1 ( tu)

1)

a.

(I )

perternuan dan fasilit snya..

d.. paket R sidence

pak

t.a

di h nr kant r minims
m n zin p, Komponcn p_ I

(.5.' _ tu) k li" reh t kopi dan kudap

p rtemus n d I Iasilitasny. "

c. paket Ha,l/day

Satuan biaya paket halfday di

kegiatan rapat atau pertemu n

di luar kantor minimal 5 [lima] j' m
Kornponen paket menc p m ik

rehat kopi dan kudap 1 I( I)

k n _-I(ti _

li, ru_ n - p
lU '0

k
di I • an untuk paket

n .di lenggarakan

menginap ..

1 tu)
,2

am
onmn

... 4-
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Pasa120

(1) Belanja Pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf c merupakan satuan biaya pengadaan pakaian din as

yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan
pakaian dinas.

(:2,) Belanja pakaian sebagaiamana dimaksud pada ayat (1)
termasuk ongkos jahit,

(3) Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Wall Kota ini diperuntukkan
untuk pakaian dinas harian,

(4) Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain

seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas
Upacara I(PDU), pengadaan pakaian dinas lain seperti

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas
Upacara (PDU).' dapat dllakukan secara selektif dan

Bagian Ketujuh

Belanja Pakaian

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat,
pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran

agar selektif dalam melaksanakan rapat a tau, perternuan
di luar kantor (FUUboard, Fulld'ay, Halfdau, dan
Residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas
milik daerah serta hams tetap mempertimbangkan
prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ..

(7) Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian
pertanggungjawaban dan peserta yang rnemerlukan waktu
tarnbahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu
pelaksanaan kegiatan, dapat dial0kasikan biaya

penginapan dan uang harlan peIjalanan dinas sesuai
ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum
danj'atau 1 [satu] hari sesudah pelaksanaan kegiatan ..

.. 15 -
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Pa.sa123

(I) Belanja honorarium tenaga ahli sebagaimana dim sud

daJam Pasal 22: huruf a yaitu tarif biaya yang dialoks aiks -

untuk:

a. tenaga ahli yang bersertifik t ke __~ -':;

b. tenaga ahli yang tidak bersertifikat k ti·

C'. pekerja konstruks i; d n

d. tenaga pendukung k gi t n kon rultan 1/
konatruksi/jt '8:__L inn

(,2) .Jasa tenaga ahli s .bagaim na dimaksud p dr yat (1)

dapat dlgunakr n unt ik konsulu nsi/konstruksiJjasa

lainnya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) atau
-ke latan pendamplngan/ kegiatan swakelola non ASN
Pemerintah Daerah,

Pasal .2,2

Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari

Belanja. honorarium kepada:

a. Tenaga ahli;

b. Narasumber; dan
c., Instruktur,

Bagian Kesernbilan
Belanja Honorarium Tenaga Ahlil Narasurnber/ Instruktur

Pasal21
-Ias Sertifikasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 6 hurufd
rnerupakan jasa pernberian/ peng, kuan atas aspek kualitas

sesual dengan standar yang telah ditetapkan atas suatu produk

ataujasa baik yang di Iakukan oleh suatu lemb ga,

Ba zian Kedelap n
,J sa Sertifi asi

b rtah p den ran m mperhitungkan pengadaan pakaian
dinas p aw i,

...1'6-
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Pasa12S

Belanjajasa lnetrukrur sebagaimana dirnaksud dalam Pasa122
hum! c merupakan tarif biay untuk Instruktur dan
P1endampingnya dalam suatu kegiatan,

Pasa124

(1) Belanja Honorarium Narasumber sebagaimana dimaksud

Pasal 22 huruJ b Honorarium narasumber atau pernbahas
diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur

sipil negara, dan pihak lain yang rnemberikan informasi

atau pengetahuan dalam kegiatan seminar" rapat,
sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, locus' group discussion,
dan kegiatan sejenis,

(:2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan untuk 60 (enam

puluh] rnenit, baik dilalrukan secara panel maupun

individual.

(3) Honorarium narasumber atau pembahas sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk

narasumber atau pembahas berasal dari:

a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

atau masyarakat; danj' atau
h. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utarna

kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara danj'atau masyarakat,

(a1 Pengguna,BIl jasa tenaga ahli untuk pendukung
konsu Itan sil konstruksi/ jasa lainnya sebagaimana

dimaksud p .da ayat (1) huruf d atau kegiatan

pend arnpinj n] kegiatan swakelola non ASN Pernerintah
Daerah sebageimaru dimaksud pada ayat (2) dilakukan

s suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1'7 ...'
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(1.):., B· 'I •-e anJft Jasa air sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6
huruC g merupe,kan alokasi tarif biaya tagihan langganan
air~ -

Pasa130

8agian Kesebelas
BelanJa J,asa Air

Pasal29

(1) Belanja jasa telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf f :merupakan alokasi tarif biaya tagihan Iangganan,
telepon,

(2:) Dalarn hal tagihan belanja jasa telepon melebihi tarif
belanja telepon yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Wall Kota mengenai standar harga satuan, Perangkat

Daerah dapat membayarkan belanja telepon sesuai

deogan tagihan yang melebihi tarif belanja telepon yang
telah ditetapkan dalarn standar harga satuan,

(3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harns

berdasarkan tagihan resrni dari penyediajasa telepon.

Bagian Kesepuluh

Belanja Jasa Telepon

Pasal28

Khusua narasumber yang: berasal dati tokoh rnasyarakat atau
bidang keahlian lainnya dibuktikan dengan surat permohonan
narasumber sebagai tokoh masyarakat atau bidang
keahliannya,

Pasal '27

O_.·..ara"S··'.'U·rn·b·,..er d..a..pat diberikan dan dibuktikanHonorarium _.__ - .. \_".' - .

dengan melampirkan mated paparan.

Pasal26

Tenaga AhHlNarasumbe'r/lnstruktur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, merupakan personil yang ditunjuk karena

mempunyai kernarnpuan/ keahliari/ kompetenei di bidangnya,
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Pasa132

Belanja surat kabar/majialah/buku seba.._-aimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf imerupakan alokasi tarif biaya belanja
surat kabar rum mEijalah untuk Perangkat Daerah yang
menyelengga:raknn urusan di hictang komunikasj dan informasl
dan Perangkat Daerah lainnyal"

Bagian Ketiga belas
Belanja Surat Kabar IMajalah/ Buku

Pasal S'l

(1) Belanja jasa listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf h rnerupakan alokasi tarif biaya tagihan langganan

listrik.
(2) Dalam hal tagihan belanja listrik melebihi tarif belanja

Iistrik yang telah diteta.pkan dalam Peraturan Wali Kola,
mengenai standar harga satuan, Perangkat Daerah dapat
membayarkan belanja Iistrik sesuai dengan tagihan

rnelebihi tarif belanja jasa listrik yang telah ditetapkan
dalam standar harga satuan ..

(a) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (,2):berdasarkan
tagihan resmi dan. penyedia jasa listrik,

Bagian Kedua belas
Belanja Jasa Listrik

(2) Dalam hal tagihan belanja jasa air melebibi tarif belanja
air yang telah ditetapkan dalarn Peraturan Wali Kota

mengenai standar harga satuan, Perangkat Daerah dapat

membayarkan belanja air sesuai dengan tagihan yang

melebihi tarif belania air yang: telah ditetapkan dalam

standar harga satuan"
(3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berdasarkan

tagihan resrni dari penyedia jasa air.

,_19-
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Piasa) 36

Belanja Pajak Ke<odaraari .S·eimotof. sebagaimana dimaksud
Ir ..... ~ , ~

Bagian Ke narn belas
Belanj ,Pajak Kendara n Berrnotor

Pasa13.5

Belanja .Jasa PaketjPengiriman seb gaim na dim aksud d uam

Pasal 6 huruf k yaitu belanjs J s" pen,' angkutan atau
pengiriman barang

Bagian Kelima belas

Belanja Jasa Paketj Pengiriman

Paisa] 34

I(1) Perangkat Daerah yang mengalokasikan belanja

kawat/faksimili/Internet dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(l) harus terlebih dahulu mendapatkan rekornendasi dari

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di

bidang komunikasi dan informasi,

(:2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1]'

merupakan rekomendasi tertulis,

(,3) Perangkat Daerah yang, menyelenggarakan urusan di

bidang komunikasi dan informasi mengeluarkan

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan persetujuan tertulis dan. Wall Kota~

Pasal33

(1) Per-all kat Da -rah yang menyelenggar'akan urusan di

bidang komunikasi dan inforrnasi harus mengalokasikan
belanja kawatjfaksirnilij internet sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf j~
(2)1 Belanja kawat/faksimili/Internet sebagalmana dim.aksud

pada ayat (,I) merupakan biaya internet,

B.~gian Keernpat belas

Belanja KawatlFaksimiUlI'ntlernet

- 20-
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I 1,3,9

Ul Han! ak ,11 mb .imana dimaksud dalam Pasal
37 huruf a dib. rikanI (sa:tU) 'c'dalam. 1 (Satu) hari, .

nrr len un r

buon

Paso] 38

(1) ASN dan non ASN yang mel I sanakan p kerj __n lernb' .r

diberikan uang lernbur dan makan lemb r

dimaksud dalam Pasal 37 huruf a..

(.2)1 Lembur sebagaimana dim.aksud pada ayat ( 1',

luar jam kerja.

(3)1 Pekerjaan lernbur sebagaimana dimaksud pad I( )

merupakan pekerjaan yang:

a,. sangat penting;

h. mendesak;

c. p enyelesaiannya tidak d p '"t ditan -thkan;

d. paling banys k 20 (dua puluh) j
seminggu ..

(4) Lembur s bagairn ......IL ... "'"

J - rnbur p=__a~

had kerj ,t" u

b. h .i Ilbur.

b. petu ~,,piket,

dari:
a. n _ lcm ur dan makan lernbur: dan

p isal 37
ima a dimak sud daJam P sal 6 h: ruf m terdiriLern ur

r
e[,s

dal m ,- R 1 hu i-I If I ad I I merupakan alokasi tarif biaya

k pern aran tin b ki p' sndafta dan pcngesahanun ", ,_' I

k nd ra. n

- 21 -
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l;Jnsa] 42:

1(1,)1 Belanja ,Jusfl Premi A_uti_md Ke.,chatan sebagairnana
dirnaksud dalam Paw 6, hurul n rnerupakan jasa premi

asuransi non ASN"

Bagian K delapai BIas

Belanja -Jasa remi Asu ansi K ij hau n

Pasal 41

(1) Piket adalah kerja yang diJakukan oleh pegawai secara
terjadwal paling singkat ,8jam, ..

('2) Kepada para pegawai yang melaksanakan piket

sebagaimana dimaksud pada ayat '(,1)dapat diberikan uang

piket,

(a) Piket sebagaimana dimaksud pada ay t (1) dilaksanak -

eli luar jam kerja dan disertai surat tugas,

(4,) Ketentuan piket sebagaimana dimaksu pad y _t f,l)

tidak berlaku bag] pegawai yang m I lo makan piket P' idr

jam kerja,
(S) Pegawai yang melaksanakan piker seb, gaimana dirnaksu

pada ayat [I] dapat diberikan makan t mbur,

Pasal140

(1.) A' N dan n n A IN an menc ap rtks rnakan I mbur ajib

m m .nuhi d okum n an terdiri dari:

8. surat p rintaJl1tug:as melaksanakan tugas Iembur:
b. daftar hadir personil '~,a_n,g'melaksanak r tus

Iembur; dan

c. 'Is oran hasil pelaksanaan t Iernbur,

(2); Laporan hasll pelakaanaan tuzas

dimaksud pad ayat (IJ hurufc dibu ,t tertulis it

: ediki t mernuat:

a, alasan lernbur; dan

bw hasil Iembur,

1(,2) Kcpada an m laksanakan kerja lembur palin kurang 2

jam rturut-turu dib erik n Ian m kan Iembur sesuai
Jensan P raturan WAli: ini.

.. 22-.
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Pasa144

Belanja sewa sebagaimana dimak ud dalam PIS '1 6 huruf p,

terdiri dari sewa:
a. asphal; equipment;
h. kendaraan bermotor penumpr ng;

c. kendaraan berrnotor khusus:
d. slat kantor lainny -;

e. gedung/kantor/tempat lainnya; dan
f. rumah [abatan/rumah dinas,

Bagian Kedua Puluh
Belanja Sewa

Pasa143
(1)1 Belanja -Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hum! 0 merupakan

perjanjian antara dua pihak antara perusahaan asuransi
dan pemerintah daerah,

(2] Perjanjian antara dua pihak antara perusahaan asuransi
dan pernerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)1 menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan
asuransi sebagai imbalan untuk rnemberikan penggantian
kepada pemerintah daerah karena kerusakan dan
kehilangan atau tanggung jawab hukum kepada
pernerintah daerah

Bagian Kesernbilan Belas

Belanja .Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah

(2)1 Belanja .Jas Premi Asuransi Non ASN sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1)1 rnerupakan sejurnlah uang yang

wajib dibayarkan oleh setiap pegawai Non ASN yang

terdaftar kepada perusahaaan asuransi sebagai
penanggung.

- 23-
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a al4
(1), Belanja Kur 'us, P latihan, ostaltsasi dan. Bimbingan

Teknis PNS Lainny: sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf r yaltu biaya yang dislo~ untuk belanja:

Bagian Kedua Puluh Dua
BeJanja Kursus, Pelatih n, So i list si d n imbin n

T knis PNB L innys

Pa,sal45

,(1) Belanj Beasiswa Tugas Belajar sebagairnana dirnaksud

Pasal huruf q yaitu Belanja beasiswa pendidikan ASN

yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan

mahasiswa program gelarf non gelar daJam negeri dan luar

negeri,

(2)1 8elanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)1 bagi Pegawai yang ditugaskan untuk

melanjutkan pendidikan Diploma III, Diploma ]V atau
Strata 1 (SI)I, dan pendidik:an Pascasarjana Strata 2 (S2)..

(3) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dirnaksud

pada ayat 1(1) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional,

uang buku dan referensi,

(4) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud
pada ayat 1(1) merupakan biaya pelaksanaan pendidikan

ditanggung oleh Pemerintah secara at ICOSt..

1(5) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dialokasikan bantuan biaya riset

sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota
Cimahi,

(6) Belanja Beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud

pada ayat 1(,1) diberikan untuk rugas belajar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang ...undangan,

(7) Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang

belum memperoleh bantuan serup dari pihak lain,

Bagian Kedu puluh Satu

Belanja Beasiswa Tugas Belajar

- '24 -
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a. pendidikan dan pelatihan struktural;

b. bimbingan teknis/ seminar! lokakarya/ pendidikan

dan pelatihan teknis umum/ substantif/ fungsional/

kursus singkat/ pengernbangan sumber daya

manusia lainnya;

c. pengiriman peserta non ASN;
d. diklatj'kursua/magang ke luar negeri; dan

e. penyelenggaran diktat.

(2) Belanja pendidlkan dan pelatihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempuyai ketentuan:
a. besaran nang kontribusi rnenyesuaikan dengan

biaya yang ditawarkan oleh penyelenggaraj'

ngundang/ pihak lainnya; dan

b. pembayaran/ pemberian uang saku menyesuaikan

dengan ketersediaan anggaran; dan

(3) Pendidikan dan pelatihan struktural sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) huruf a, denganjumlah hari paling

sedikit 6 (enam) hari kerja diberikan uang saku,

1(4) Bimbingan teknia/ seminar/ lokakarya/ pendidikan dan

pelatihan teknis 'umum/ substantif/ fungsional/ kursus
singkat/ pengembangan sumber daya rnanusia lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
jumlah hari paling banyak 5 (lima) hari kerja, pernberian

uang saku difasilitasi dengan anggaran perjalanan dinas
pada Perangkat Daerah.

1(5)1 Bimbingan teknia/ seminar/ lokakarya/ pendidikan dan

pelatihan teknis umum/ substantif/ fungsional/ kursus
singkat/ pengembangan sumber daya manusia lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)1 huruf b dengan

jumlah pelajaran dalam 1 [satu] had paling singkat 8

[delapan] jam;
(6)1 .Jumlah peserta pendldlkan dan pel .tihan minimal 15

(lima belas] orang;
('7) Bantuan biaya pendidikan dan, pelatihan diberikan kepada

peserta yang dinyatakan Iulus;

...25-
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I~ 1- _1

(1) :" uan bi _y Pemellhara _1~ I I la Angkutan Darat Berrnotor
sebags irnan dimaksud dalam p. ,al.47 ayat (1) huruf b

, • -I '" I ~ ~..

Belanja Pemelih r: .n Laboratorium ~n,J, di
P ,1,,7 Y (l)h-,-,ruf-

d'
In njaga kondisi
el Ju d_ - ke de m balk dr n si 1) L

h il gun.

sal

Pasal 47

(1) 'B, 1 nJB Pemeliharaan sebagaimana dimaksud d m p._ 16
huruf s terdiri dad beJanja::

a, Pemeliharaan Laboratorium;

b., Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor;

c. Perneliharaan Alat Kantor dan Rumah T' n ; d

d. Pemeliharaan Gedung/Kantor,
(:2) Belanja Perneliharaan Alat Angkutan Dar, t Bermotor

sebagaimana dimaksud pada y t (1) huruf b h
memperhatikan ketentuan peraturan p ..nm ...unds __ -

mengenai standar hargs satuan regional d. n] t_ u ketentu n

peraturan p rundang-und ngan 1ainnya,

--11 ] n earaan Pendi likan d Pel- tihan

u
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() "IA1UAI1 bill A I meliharaan AI An, tkut

b ,',irnana dlmaksud p a ya (1) s rd rh -,rm I k biay

bahan -',I kar, yan sesu i d n ' ri k et ntuan

r iturnn p rundan un n an ..
(4) -,' tUBl1. bh ya Pemelihar -an Al Angkutan D~ rs t Bermotor

seba airnana dimaksud pad ayat (1) harus m en tikut

ketentuan peraturan perundan --undangan mengenai atu

harga regional dan ketentuan peraturan p -rund n

undangan lainnya.

(,S) Belanja Perneliharaan Alat Angkutan Darat Be rrnotor

sebagairnana dimaksud pada ayat (1') terdiri dati:

a. Jasa service ringan/ rutin;
b. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas;

c. Penggantian suku cadang; dan

d. .Jasa service berat.

(6)1 Biaya perneliharaan kendar an din rneliputi biaj be n

bakar, perawat n/senJice, pengganti uku cadang/ p' rt
ringan [pakai h his), oli m sin, oli g rdai , oll trs rnisi H

power steering, ban, accu d n kebutuh n

seusai dengan kebutuhan untuk ~n ' ·.ran 1 t" ihun..
(7,)1 Harga ahan akar Miny k b lL i

dengan ketentuan yang b TL ku, k Iara 1. dim ijib

m .n tunakan B8.11 ok r Miny -k I' n Btl _sidi ..

(8) Khu us k rtdaraan WIi kota ds n Wukil Wuli k t d pat

ditambal kt n bLya: d in suku -n an
k' utuh -".

1(9) .81 ya pen ~inn k nd r on disesu Ikan dengan tarif yang
beriaku.

(10) Pertanggung jawaban kendaraan dinasl operasional/ teknis/

'.1 note

dig makan n k

r -Ial 111 k n llsi normal lan : i tp p- kai i

AlA, An kut nrnI() • -mtuh

m I pnknn nt 1 rn iin rn ' n di mnkan untuk rnenyuaun
pe ('11 ,11 n kcbutuhnn tellhnr , n d n opers sion 1

k rid

- 2'7
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Pa:s.a152

(1)1 Belanja penggantian suku cadang se bagaimana dimaksud

dalam Pasa149 ayat (S)huruf c m rupakan lokasi tarif bi ya

penggantian suku cadang.

(,2) Penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat
1(1) yaitu biaya yang dialokasik. n untuk pembelian /
penggantlan ban, aCCl4. dan suku cadang lainnya.

(3) Suku eadang lainnya _sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yaitu suku cadang yang d.itetapkan oleh Pengelola Barang,

Pasal S1

1(1) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas kendaraan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 49 ayat (5) huruf b merupakan alokasi

biaya yang dapat digunakan untuk mernbiayai kebutuhan

operasional kendaraan berupa bahan bakar minyak dan

pelumas,

1(2) 8elanja Bahan Bakar dan Pelumas kendaraan sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi alokasi

Belanja Bahan Bakar Minyak untuk mengoperasikan
kendaraan,

Pasal,sO

1(1) Belania service ringan/ rutin, sebagaimana dirnaksud dalam

Pasa149 ayat 1(5) hurufa merupakan merupakan alokasi biaya

yang dapat diperuntukan rnembiayai kebutuhan

pemeliharaan dan setuice rutin kendaraan atau alat berat

berupa. biaya jasa service ringan/rutin ..

(2) Belanja service ringan/rutin sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1) yaitu biaya yang dialokasikan untuk pelayanan

pemeriksaan dan perbaikan kendaraan atau alat berat.

khusus sesuai dengan p_rnakaian kendaraan tiap bulan

berdasarkan Peraturan WaH Kota tentang standar harga

pernerintah kota Cimahi,

- 2:8 ...
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Pasal55

1(,1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Daerah

mengusulkan pelaksanaan belanja jasa service berat

kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5)

huruf d kepada Bekretaris Daerah,
(2) Usulan eebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

usulan tertulis sesuai dengan tatanaskah dinas,
- '.

(3) Dalam hal usulan sebagaimana ~akslud pada ayat 1(,1) tidak
• '. 1 •

Pasa154

(1).Belanjajasa service berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

49 ayat (5) huruf d merupakan alokasi biaya yang dapat

diperuntukan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan

kendaraan sebagai akibat penggunaarr/eksploitasi,

kecelakaan kerja, atau kecelakaan lalu lintas.
(2) Alokasi belanja jasa service berat kendaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa biaya jasa service dan biaya

penggantian suku cadang,

(3,)1 Besaran tarif untuk belanja jasa service berat kendaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh analisis

kebutuhan riil berdasarkan tingkat kerusakan kendaraan,

(4) Pelaksanaan belanja jasa service berat kendaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) dilaksanakan

menggunakan metode at cost (sesuai dengan pengeluaran) I'

Pasal53

(1) Pengelola Barang rnenetapkan suku cadang lainnya

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 52 ayat (3) melalui

Keputusan Kepala Perangkat Daerah,

(2) Penetapan suku cadang Iainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari

pejabat Pernbantu Pengelola Barang,
(3) Rekornendasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dibuat

tertulis sesuai dengan tata naskah dinas,
(4) Pejabat Pernbantu Pengelola Barang membuat rekornendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan

inventarisasi kebutuhan dan Pengguna Barang,

\
\

.. 29 ..
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Pa.salS8
(1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf t mengatur pengalokasian belanja untuk membiayai
suatu perjalanan yang dilakukan oleh.Pejabat Negara, Pejabat
Daerah, ASN/non ASN, da.n-·~piliak,~,J$..untuk kepentingan

, ~ - ..,. ..

Pemerintahan Daerah Kota C:ima:hi; ~.~'. f ~ ,~.- ',', .:~.

----.~~~.~'~~:~~~~~--~--~~-~--

Bagian Kedua Puluh Empat

Belanja Perjalanan Dinas

Pasa157

(1) Belanja Pemeliharaan Gedung / Kantor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 huruf d merupakan satuan biaya

yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin
gedung/ bangunan.

(2) Kebutuhan biaya perneliharaan rutin gedungj'bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

standar harga regional danj'atau ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya.

Pa:su156

(1:) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang:

dirnaksud dalam Pasal 47 huruf c rnerupakan indeks satuan
biaya yang, digunakan untuk kebutuhan dalarn rangka

mempertahankan barang inventaris kantor (yang:digunakan
langsung oleh pegawai, khususnya rneja dan kursi, personal
computer/ notebook, printer, AC split) dan genset agar berada
dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik],

(2) Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan

bahan bakar minyak.

(3) Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan

penggantian toner.

disetujui oleh Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang

bersangkutan dilarang melaksanakan belanja jasa service

berat kendaraan ..
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1. mengikuti pendidikan dan pelatihan,

(5) Komponen Biaya Perjalanan Dinas sebagairns .n _ dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari:

a. uang harlan;
b. biaya transport;

C" biaya penginapan; dan
d. uang represents sl perjalan n dinas

(6) Perjalanan dinas eb aimat I dim, ksud p dr ayut (1) terdiri
dari perjalanan din

a. Perjalanan dinas dalam kota;
b, Perjalanan dings Iuar kat dan
c. Perjalanan dinas luar negeri,

setara

(, ) P rjalanan dinas s - -B-R im na dirna ks d p -d__ay -t (1.) yaitu

I -'I]ol nan dirmsjabatan yAng dilakukan oleh P j bs t d erah~

iJ ne ra, d_ n pih ak lain.

(,) erjalanan dinae ebau drnan dimaksud pada ayat P,)I

dilakukai dalarn ran ka:

a, pelaks nann .uaas dan fungsi yang melekat pada jabats

b, m mgikuti n p t, seminar, d n kegiatan sejenis lainnya;

c. pengumandah n [detasering];

d. rnenempul ujian dinas atau ujian jabatan;

'e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang

ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter

tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan

dokter, karena rnendapat cedera pada waktu atau karena
melakukan tugas;

gil mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan rnajelis

penguji kesehatan Pegawai negeri;

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan

DiplomaISl/S2/8S,; dan

1(2) jabat N -ern, Peja - at - rah, ASN, dan pihak lain

In Ink knn p- rjalnn _11 dina eb irn n dim ksud pada

ayn (1) b rd sa k~n p rintah d ri pe] b t Y ng b rwcnang

..,3] -
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Pasa161

Biaya transport perjalanan dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 ayat (5) huruf b mencakup biaya perjalanan

keberangkatan dan kepulangan melaksanakan perjalanan

(1)

Pasal60

Satuan biaya transport sebagairnana dimaksud pasal 58 ayat (5)

huruf b rnerupakan satuan hiaya untuk menyusun perencanaan

kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat daerah, aparatur sipil

negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan

dalarn rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri,

PasaI59

(1) Satuan biaya uang harian perjalanan dines sebagaimana

dimaksud pasal 58 ayat (5) huruf a merupakan penggantian

hiaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah,

aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan

perintah perjalanan dinas di dalam negeri Iebih dari 8

(delapan] jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari

meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal,

dan keperluan uang makan.

(:2) Satuan biaya uang harlan terdiri dari uang saku sebesar

40 % [empat puluh persen], keperluan transportasi lokal

sebesar 30 % (tiga puluh persen], dan keperluan uang makan

sebesar 30 % (tigapuluh persen],

(3) Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 [delapan]

jam hanya dapat diberikan uang transportasi Iokal.

(4) Uang harlan pendidikan dan pelatihan diberikan dalam

rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota

yangmelebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan

di luar kota.

(5) -Jika non ASN yang mengikuti perjalanan dinas telah

mendapatkan uang harlan perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka tenaga non ASN tidak boleh

diberikan upah harlan.

- 32-
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(10) Satuan

dines, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang
melekat,

(2) biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan

sebagairnana dimaksud ayat (1) yaitu sekali jalan untuk

pulang atau pergi,

PI Dalarn hal:
ali Perjalanan Dinas dilaksanakan seeara rornbongan atau

paling sedikit 3 [tiga] orang; atau

b. dari bandara menuju kota tujuan tidak tersedia moda

transportasi umum,
Biaya transportasi dapat menggunakan kendaraan sewa,

(4) Biaya transportasi darat dibayarkan sesuai bukti riil ('at cost)
berdasarkan klasifikasi tingkatanj standar transportasi
darat,

(S) Sewa kendaraan angkutan antar kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (4)"yaitu:
a. dari atau ke bandara menuju kotaj tempat tujuan

Perjalanan Dinas;

b. dari kota Cimahi menuju kotajtempat tujuan Perjalanan

Dinas: atau

c. dari tempat tujuan Perjalanan Dinas ke Kota Cimahi

(6) Biaya sewa kendaraan angkutan antar kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) belum termasuk biaya untuk

pengemudi, bahan bakar, Tol, dan retribusi Iainnya,

(7) Biaya sewa kendaraan Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara rill (at cost)' dan

tidak melampaui batas tertinggi,

1(8) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan

dinas diberikan biaya pembelian Bahan Bakar Kendaraan, tal

dan retribusi lainnya yang dibayarkan secara riil (at cost)

dengan tidak rnelampaui batas tertinggi,

1(9) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalarn negeri

adalah satuan biaya untuk pernbelian tiket pesawat udara

pergi pulang (PP) dad bandara keberangkatan suatu kota ke

bandara kota tuiuan, .yang digunakan dalam perencanaan
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Pasa163

(1)1 Uang representasi perjalanan dinas se'b aim na dim ksud
paeal 58 ayat (5) huruf d diberiki n k pdp ~abat yang

rnelaksanakan perjalanan dinas jabs tan dah m rangka

pelaksanaan tuga dan fungsi yang melekat pada jabatan.

(2) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai
pengganti alas pengeluaran tambahan dalarn kedudukan
sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pej~bat eselon I, dan

Pasal62

(1) Batuan biaya Taksi merupakan satuan biaya untuk

menyusun pe:rencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali
perjalanan taksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan rnengenai satuan harga regional

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,

s .bn- im: n dim k sud ps a ayat (9) termasuk biaya
suran 'i, ke ali:
. airport tn~ ~

h. asi: dan

c. hi yo. re ribusi lainnya,

(1 ) Dalam pel ksanaan angga ran, satuan biaya tiket perjalanan

din -s, dalarn negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9'

menggunakan metode at cost [sesuai pengeluaran).
(12)1 Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi

pulang (PP)merupakan satuan biaya yang: digunakan untuk

kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara

k,e berbagai bandera kota tujuan di luar negeri pergi pulang

(PP).

(1,3)Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi

pulang (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) termasuk

biaya asuransi, kecuali airport tax dan biaya retribusi lainnya ..

(14) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan
dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (12)

menggunakan metode at cost ( sesuai pengeluaran) ..

(15) Kepergian atau kepulangan perjaJanan dinas dapat

dilaksanakan pada hari libur

.. 34 -
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Pasa165

Perjalanan dlnas dalam Kota sebagaimana dim ksud dal m Pa a1

58 ayat 1(,6) huruf a. merup kan 81 tuan biays untuk kebutuhan

biaya transportasi pelakse na perjalanan dinas d lam melakukan

kegiatanj pekerjaan diluar kantor dalarn bat s

wilayah Pemerintah Daerah Kota Clrnahl dihayarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perunda.n.g-undangan,

Pasal64

I( 1)1 Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri

sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (5)1 huruJ c merupakan

satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya penginapan daJam rangka pelaksanaan

perjalanan dinas daJam negeri,

(2) Dalarn hal:

8.. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya; atau

b. terdapat hotel dan tempat menginap lainnya namun

pelaksana perjalanan dinas tidak mengjnap di hotel dan

penginapan lainnya tersebut,

satuan biaya penginapan perjalanan dinas dapat diberikan

biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (Tiga Puluh

Persen) dari tarif penginapan di kota ternpat tujuan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

1(3,,) Perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan

dapat menginap di hotel atau tempat pengin p n 1_inny

yang sarna, yang disesuaikan deng .n golongan I k 1 s

masing-masing jabatan.

pejabat selon II dalam rangka perjalan n dinas, seperti biaya

tips porter, tips pengemudi, yan dib rikr n secara lumpsum.

(3) Pejabat sebagairnana dimaksud p da yat (1)1 ya itu pejabat

y ng berhak mendapatkan uang respresent si se ruai dengan

ketentuan peraturan perundan: -und ngan,
(4) Uang represcntasl sebagaimana dirnaksud pada ayat (1.')

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

und ngan,

..35-
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Pasa168

Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada

Pasal 6 buruf u terdlri dari:
a. Belanja hadiah yang bersifat perlornbaan;
b. Belanla Penghargaan atas suatu prestasi;
c. Belanja beasiswa;
d. Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan,
e. Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD);
f. Belanja santunan kematian~ dan,
g.. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga./Pihak Lain

/ Masyarakat.

Bagian Kedua Puluh Lima
Belanja Uang danj'atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Pasal67

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan deng,an mempe:rhatikan
prinsip::

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang, sangat tinggi

dan, prioritas yang berkaitan dengan penyelengg:araan

pemerintahan daerah;

b, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pen.capaian

kinerja satuan kerja perangkat daerah;

c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

d.. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan

dinas dan pernbebanan Perjalanan dinas,

Pasa166

PerjaJanan dines Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

58 ayat (6) huruf b merupakan satuan biaya untuk kebutuhan

biaya transportasi pelaksana perjalanan dinas dalam melakukan

kegiatanj'pekerjaan diluar kantor luar batas wilayah Pemerintah
Daerah Kota Cimahi dibayarkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

..36-
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Pas,a169

(1) Belanj hadiah yang b."rsifat perlombaan sebagaimana

dimakaud pada pa~A168 hurufa yaitu pcrnberian sejumlah
uang/ barans kepada Pihak Ketig,a/Pihak

La.ill/Masyarakat p da kegiatan yang her Hat perlombs n.
(2) Ketentuan pelaksana n pertandingan/ perlornbaan antara

lain:
a. Penyelenggaraan lomba/ pertandingan paling lama

1(satu] minggu;
h. Jumlah Juri harus ganjil dan disesuaikan derigan

kebutuhan dan kornpetensi perlornbaan;
c~ Honorarium pelaksanaan kegiatan perlombaan dapat

diberikan untuk non Aparatur Sipil Negara;
d.. Perbandingan nominal klasifikasi juara/ kompetensi

perlornbaan terbagi atas lokal/ regional/ nasional/
in ternasional

(3') Belanja penghargaan atas suatu pre stasi sebagaimana

dlmaksud dalam Pasal 68 hum!' b yaitu pemberian

sejumlah uang/ barang kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat pada kegiatan penghargaan atas suatu

prestasi,

~4,)1 Belanja beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf c
yaitu pernberian bantuan biaya Pendidikan kepada peserta
didik yang orang tua atau walinya tidak mampu
membiayai pendidikannya atau peserta didik yang

berpre stasi,
(5) Belanja penanganan darnpak sosial kernasyarakatan

sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf d yaitu

penanganan darnpak sosial kemasy ~raks .tan akib ..,t

penggunaan tanah milik p merinn h dr erah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan

non strategis nasional sesuai dengan ket entuan peraturan
perundangan-undangnn.

(6,) Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

sebagaimana dlmaksud Pasal 68 huruf e yaitu Belanja

Transfer Ke Daerah .dan Diana Desa ,(TKDD) yang
oenllaunaannvR Rl1dRh dih!n,hlkAn !Q~~111a,'i rl,p,n,na, ....
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mil

J.
k.
L

h,

f.

g.

e.

d.

c.

h.
BeI~Ja -Jasa Konsultan Perencanaan;
Belanja -Jasa Perneriksaan Sample;
Belanja .Jasa Hukum;
Belanja Jasa Penceramah:

Belanja .Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Non ASN;
Belanja jasa peserta kegiatan non ASN;

Belanja -Jasa Pemberi Keterangan AhU, Saksi AhU, dan
Beracara;
Belanja Jasa Penyuluhan atau Pendampingan;
Belanja -Jasa Rohaniwan;
Belanja -Jasa Pemba:wa Acara;
Belanja -Jasa Panitia;
Biaya Paket Data dan Komunikasi; dan
Belanja Jasa Pernbangunan dan Pengembangan Sistem
Info rma si

a.

Pasal 71

Belanja .Jasa Kantor Lainnya sebagairnana dimaksud pada
Pasal 6 huruf v terdiri dari:

Bagian Kedua Puluh Enam

Belanja .Jasa Kantor lainnya

Pasal 70
Ketentuan lebih lanjut mengenai Belanja Uang dan/ atau .Jasa
untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lairr/Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf u diatur dalam
Peraturan Wali Kota tersendiri,

ketentuan peraturan perundangundangan,
(7) Belanja santunan kematian sebagaimana dimaksud Pasal

68 huruf f yaitu santunan yang diberikan kepada

masyarakat yang kurang mampu,
(8) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak

Lain / Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 68
huruf g yaitu Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak

Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat
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Pasa! 73

(1) Belanja .Jasa Pemeriksaan Sample sebagaimana dimaksud

pada Pasal '71 huruf b yaitu biaya yang dialokasikan

untuk:

a. pengujian geoteknik;

b. pengujian kualitas air sungai;

c. pengujian kualitas udara;

d. pengujian kualitas tanah;

ell pengujian kualitas air hujan;

f. pengujian kualitas air limbah; dan

g. pengujian sample makanan, minuman dan air
minum/ air bersih,

(,2)! Definisi yang terdapat pada bidang pengujian

sebagalmana dimaksud pada ayat (1)meliputi standarisasi

dan pengendallan mutu barang sebagai berikut:

a, Pengujian adalah kegiatan meliputi penjaminan mutu

barang, pengembangan pengujiarr/ kalibrasi dan
.. pengelolaan organisasl penjaminan mutu barang;

h. Kalibrasi : adalah kegiatan untuk menentukan

ruang:;
c. penyesuaian harga satuan pembuatan peta situasi untuk

perencanaan tata ruang;
d. pengukuran dan perencanaan teknis detail rehabilitasi

jaringan irigasi;
e. pengukuran dan perencanaan sungai;

C. studi UKL-UPL;

g. studi analisis mengenai dampak lingkungan;

h.. perencanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan;

dan
i.. penanganan UKL ...UPL dan analisis mengenai dampak

lingkungan.

Pasal 72

Belanja jasa konsultan perencanaan sebagaimana dimaksud

d lamPasal 71 huruf a yaitu biaya yang dialokasikan untuk:

a. perencanaan teknis jalau/jembatan:

h. penentuan harga pelaksanaan penyesuaian rencana tata

-,39 ..
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permasalahan hukum mengenai pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pernerin tab

, , Pasal 74

Belanja jasa hukum eebagaimana dimaksud dalam Pasal

71 huruf c merupakan alokasi tarif biaya untuk
penanganan perrnasalahan hukum,

(2) Penanganan permasalahan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan

( 1)

acuan;
f. Lembaga sertfikasi produk (LSpro)1 adalah Lembaga

yang telah terakreditasi oleh komite akreditasi nasional

(KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk
melaksanakan sertifikasi produk tanda SNl.

(3) Dalam hal terjadi kenaikan harga untuk jasa pemeriksaan

sampel sebagairnana dimaksud pada ayat (1), jasa

pemeriksaan sampel dapat melebihi tarif yang telah

ditetapkan dalam Peraturan WaH Kota mengenai standar

harga satuan.
(4) Jasa perneriksaan sampel yang melebihi tarif yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai standar
harga satuan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan kajian dan bukti secara sah.

mcnzetahul unjuk kerja laboratoriurn kalibrasi dan
laborutorium pcngu]i dengan cara perbandingan antar

laboratorlum:
e. Pengernbangan pengujiarr/ kalibrasl adalah kegiatan

yang mencakup pembaruan valldasi metode uji dan

kalibrasi, pengembangan metode, pembuatan standar

alahsaru cara untukd. lntcrkumparasl adalah

keb marnn konvensionul nllal pcnunjukan alat dan
bahan ukur dengan rnembs ndingkan atandar

ukurannya yll'np; mampu terukur:
IC,. Vcriflkae! ndalah konflrmasl mEl' lui pen cujilan dan

pcnyajian buktl bahw pcrsyar tan yang ditetapkan

tclah terpenuhi;
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Pasa176
(1) Belanja jasa ,tenaga ,Pendukung kegiatan non ASN

sebagai mana dimaksud dalam 71 huruf e

Pasal 75
(1) Belanja jasa penceramah sebagaimana dimaksud pada

Pasal 71 huruf d yaitu orang yang memberikan wawasan
pengetahuan dan/ atau sharing experience sesuai dengan
keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan
pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara atau masyarakat;

h. berasal dati dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan
pelatihan yangmenjadi sasaran utama kegiatan berasal
dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau
masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dan
honorarium pencerarnah,

('2)' Dal h 1. . -_am a ' mernpergunakan penceramah agama
internasional dan/atau nasional, tarif jasa penceramah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penceramah
agama intemasionaI dan Iatau nasional disesuaikan
dengan standar harga pasar/manajemen penceramah.

hukum); dan
h. non Iitigasi (di luar lembaga peradilan dan institusi

penegak hukum],

(3) Penanganan perrnasalahan hukum
di.maksud pada ayat (1)yaitu untuk:

1- - 'I (' b pera dilan da..n institusi penegaka., itigasi ~em, aga - -

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan,
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Pasal77
(I) Belanja jasa peserta kegiatan non ASN sebagaims n'

dimaksud pada Pasal 71 huruf fyaitu tarifuntuk:

a. uang saku peserta kegiatan non ASNdari luar Dae rah

Kota;

b..uang saku peserta kegiatan non ASNdari dalam D .I' .rah

Kota; dan
c. uang saku peserta kegiatan pembinaan non -_SN,.

(2) Uang saku peserta kegiatan non ASN sebags lID1 .n
dimaksud dalam pada ayat 1(1) huruf a dan huruf b

dialokasikan kepada peserta kegiatan non Pe ",w i ,SN

yang menghadiri/ berpartiaipasi dalam pen "ellen~._j man

suatu programjkegiatan/ucara di wila '00 D er· h I'i...

(3) Uang saku peserta kegiatan pembinaan n n A_N

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c di lok sikan

kepada peserta kegiatan pembinaan non

pegawai ASN yang menghadiri dalarn kl. gi tan p- .binaa
non ASN~

1(4) Kegiatan pembinaan non ASN sebagaiman dim sud
pada ayat (3) yaitu kegiatan pembin '_n untuk

peningkatanwawasan, kemampuan, dan keahlian .
•..• f 'JI' .....

, -

dialokasikan untuk JaM tenaga pendukun: k ~mtan

berstatus non ASN.
(2) Belanja jasa tenaga pendukung kezi -tan n n ,SN

sebagaimana dimaksud pada -I t (1) terdin. dari:
a. jasa tenagapendukung kegiatan berstatus non 1

b. standar biaya seniman pagelaran keseni d n

pendukung kegiatan seni budaya dan pariwi

c. belanja tenaga pendukung kegiatan bidang hu cum:
d. belanja tenaga pendukung kegiatan UPP Saber Pungli;
e.. belanja tenaga pendukung kegiatan bidang Pendidikan: II

dan

f.. belanja tenaga pendukung lainnya.

- 2-
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Pasal81
(1) Belanja Jasa Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada

Pasal 71 huruf j yaitu honorarium yang diberikan kepada

Pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar /
Rapat/ Sosialisasi/· Disemin~il Bimbingan Teknisj'

pejabat yang beIWenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan
sumpah jabatan,

Pasa180

Belanja Jasa Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7'1
huruf idiberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh

Pasal 79

Belanja Jasa Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 71 huruf h yaitu belanja jasa sebagai

pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang
diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang;

Pasa178

('1) Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi AhU"dan
Beracara sebagaimana dimaksud pasal 71 hurufg yaitu
pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan
pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan
inforrnasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di
bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat
penyidikan danj atau persidangan di pengadilan.

(2) Belanja Jasa Pernberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan

Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat

daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi

tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam
persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas

tambahan dan, tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan
tunjangan kinerja atau tunjangan tarnbahan,
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Pasa182

'(1)Belanja .Jasa Panitia sebagairnana dimaksud pada Pasal 71
huruf k yaitu Honorarium yang diberikan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang
berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan:
a. Seminar;
b. Rapat;
c. Sosialisasi;
d. Dise:rninasi;
e. Bimbingan Teknis;
f. Workshop;
g. Sarasehan;

h. Sirnposium;
I, Lokakarya;

J.. Focus Group Discussion;

k, Pelatihan; atau

1. Kegiatan Sejenis,

sepanjang peserta yang rnenjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah / pihak lain serta
dilaksanakan secara langsung (offline) ..

(2)Dalam hal pelaksanaan kegiatan:
all Seminar;

b. Rapat;

c. SosiaJisasi;

d, Disemlnasl;

e. Bimbingan Teknis;
f. Wo'rkshop;

g. Sarasehan:;
h. Sitnposium;,
i. Lokakarya;
j.

Workshop/Sarasehan/Simposium /Lokakary'a/ Focus Group

Discussion,

(2)Kegiatan Sejenis yang dihadiri lintas Perangkat Daerah
dilaksanakan secara Iangsung (offline) maupun daring (online)

melalui aplikasi secara lioe dan bukan rekeman Zhasil tapping ..
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nge n M,ISt. m inforrnasi lintas
da _r h hanya diselenggarakan

oleh dlnas komunikas! dan Informatika;

n ernbid n.din t ~dlk .n ul n
kor unlkt

b. rnbangun en]

h

P sal
Belanja jasa p em L in

informa j dirnaksi «i p_ IJ .P

a. Pe bar ~ n I
. 'iJi~. kun an

PasaJ 83,

(1) Biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dirnaks d pad
Pasal 71 huruf I yaitu bantuan biaya yan ' diberikan kep
pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya I ~ bazi be
membutuhkan komunikasi secara daring ,(ornline)"

('2) Pemberian biaya paket data dan. komunikasi dil .
selektif dengan mempertimbangkan intensitas
tugas dan fungsi penggunaan m dia darin (onltne)

ketersediaan angg ran, dan sesuai dengan prinsip t -,'
yang baik dan akuntabilitas.

.dapatdlberik n honors -'urn P' on banycjuml h p .

4 (ernpatl at

_puJ, t
fir rrr ertim ban rk-n fi

p rtjuml

. ef ktivi

N

d ri P_ WaJ

U
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Pasa187

Belanja jasa pemeliharaan jernbatan seb gaimana dimaksud
dalarn Pasal 6 huruf y merupakan alokasi tarif biaya untuk

belanja pemellharaan jembatan,

Bagian Kedua Puluh Sembilan

Belanja .Jasa Pemeliharaan Jembatan

utama.

Pasal86

Belanja klasifikasi harga dasar penanganan jalan danjembatan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf x yaitu biaya yang

dialokasikan untuk belanja:

a. ruang lingkup penanganan; dan

b. daftar satuan dan kuantitas bahan untuk pengisian pada

bentuk analisa harga satuan untuk mata pembayaran

Bagian Kedua Puluh Delapan

Klasifikasi Harga Dasar Penanganan JaIan dan Jembatan

Pasa18S

Belanja pemeliharaanjalan sebagairnana dirnaksud pada Pasal

6 huruf w yaitu biaya yang dialoka.sikan untuk belanja:

a. perneliharaan rutin;

b. pemeliharaan berkala; dan

c.. kegiatan perkerasan kaku ..

Bagian Kedua Puluh Tujuh

Belanja PemeHharaan .Jalan

c. Pernbangunarr/ pengernbangan sistem informasi dilingkup

daeral kota clmahi harus mengacu pads peraturan

perundang _,undangan yan,g berlaku,
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Pasal90

Belanja rambu bersuar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89

huruf a merupakan alokasi tarif biaya untuk belanja
pengadaan rambu bersuar.

Bagian Kedua

Belanja Rambu Bersuar

Pasa189
Standar Teknis Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b terdiri dari belanja:
a.. rambu bersuar;
h. rambu tidak bersuar;
c. bangunan gedung kantor;

d. bangunan gedung tempat tinggallainnya;
e. jalan kota;

f. jernbatan pada jalan kota;
g,. instalasi air tanah; dan

h. Pengadaan Kendaraan Dinas

Pasal 88
Belanja jasa pemeliharaan drainase sebagaimana dimaksud
da1amPasal 6 huruf z merupakan alokasi tarif biaya untuk

belanja pemeliharaan drainase,
BABII)

BE:LANJAMODAL

Bagian Kesatu

Umum

Bagian Ketiga Puluh

Belanja .Jasa Pemeliharaan Drainase
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Pasa193

Bangunan Q'edun.,gkantor terdiri atas ':

a. Bangunan Oedun,g :J(anto,r' :Sederhana;
b. Bangunan Gedung:Kantor ~idak Sederhana; dan
c. Bangunan Gedung KaD,tD~Khu,sus.

Pas,a192

[I] Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89 huruf c terdiri dari:

a, harga gedung negara;

b. faktor harga gedung berlantai: dan

c. komponen biaya pembangunan.
(2) Komponen biaya pernbangunan sebagaimana d.imaksud

pada ayat (1) huruf c terdiri dari biaya:

a, konstruksi fisik;

b. perencanaan konstruksi;

c. pengawaearr/manajemen konstruksi; dan/ atau
d. pengelolaan,

1(,3) Harga Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a yaitu harga tertinggi,
(4,) Harga tertinggi sebagairnana dimaksud pada ayat (3)

merupakan standar harga satuan biaya konstruksi fisik.

(5}1 Harga Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
1(1) belurn termasuk biaya perencanaan konstruksi, biaya

pengawasan/manajemen konstruksi, dan biaya

pengelolaan.

Bagian Keempat
Belanja Bangunan Gedung Kantor

Pasal 91
Belanja rambu tidak bersuar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 huruf b merupakan alokasi tarif biaya untuk belanla

pengadaan rambu tidak bersuar,

Bagian Ketiga

Belanja Rarnbu Tidak BCTSUar
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PasaI96

Bangunan Gedung Kantor Khusus yang dimaksud pasal 93
Huruf c adalah :

a, Istana Negara dan Rumah Jab, tan Presiden dan Wakil
Presiden;

b, Wj,sma Negara:

,e" Gedung Instalasi Nuklir;

d. Gedun Laboratoriurn:

e. Gedung terminal udara, Iau dan darat;
r. Staslun Kereta Api:
g. Stadion Olahr -:-Bi

Pasa195
Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana yang dimaksud
pasal 93, Huruf b adalah :

a" Bangunan Gedung Kantor yang tidak ada desain
pmto:typenya, atau Gedung kantor dengan luas diatas sao
m2 (lima ratus meter persegi]; atau Gedung kantor
bertingkat diatas 2 (dua) lantai;

b. Rumah dinas tipe Adan tipe B atau rumah dinas tipe C, tipe

D dan tipe Eyang bertingkat;
c. Gedung rurnah sakit kelas a.b,c dan d; dan

d. Gedung Pendidikan tinggi, universitas/ akademik,

sal 94
Ban mum 0 d I .n - K ntor Sederhana yan -,dimaksud pasal 93

Huruf a udal h '
n kan or yan sudah d desain prolotypeny,a atau

ban nan 0 dun - kantor dengan jurnlah lantai sampai
deng n 2. lsnf i atau dengan luas sarnpai dengan 500 m"

(lim ratus meter perse i);
b. 'Ban non rumah dinas tipe C, tipe D dan tipe E yang tidak

bertingka t;
c. Gedung pel, yanan Kesehatan; dan
d. Oedun ~Pendidikan tingkat dasar dan atau lanjutan dengan
jurnlah Jantai sampai dengan 2 (duaJI Iantai,
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Pasal '99
(1) Belanja jalan "kOlta, sebaBaimBna dirnaksud dalam Pasal 89

huruf e terdiri dati:

Bagian Keenam
Beianja J'alan Kota

biaya
biaya

termasuk biaya perencanaan kcnstruksi,
pengawasanj'manajemen konstruksi, dan
pengelolaan,

a. harga rumah negara;
b. harga bangunan pagar; dan
c. harga satuan perumahan.

(2) Harga sebagaimana dirnaksud pada ayat 1(1) yaitu harga
tertinggi,

(3) Harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(,2)

merupakan standar harga satuan biaya konstruksi fisik,
(4) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat i( 1) belum

Pasal 98

(1,) Belanja bangunan gedung tempat tinggal lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d terdiri

dari:

Bagian Kelima

Belanja 8angunan Gedung Tempat T'inggalLainnya

Pasa197

Adapun kornponen biaya pembangunan antara lain;

a. Biaya konatrukai fisik;

b, Biaya perencanaan konstrukai;

c. Biaya pengawasan/ manajemen konetruksi: dan
d. Biaya ban tu an, teknis/ pengelolaan.

h. Rumah Tahanan;
i. Gedung Benda, Berbahaya;

j~ Gedung bersifat monumental;
k. Oedung pertahanan: dan
L Gedung: kantor pe'nvakilan negara RI di fUM Negeri.
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Pasall'02 .
(1) Belanja pengadaan. k.~ dinas sebagai man a

a ian Kesepuluh
B'-I~nj _Pen adaan Kendarns 11 Dinas

PasallOl

(I) Belanja instalasi air tanah sebagaimana dimaksud pada

Pasal 89 huruf g terdiri dari:
B. Instalasi air tanah dangkal; dan
b. instalasi air tanah dalarn,

,(2) Standar belanja modal instalasi ir tan th seb __g tim .-1

dimaksud pada ayat I(1) h -rus sui d .n ' n h sil
,kajian./perhitungan t knis s rte s s ai dena n ketentuan
peraturan perundang-und, ngan.

Bagian Kedelapan

8elanja Instalasi Air Tanah

PasallOO

(1) Belanja jembatan padajalan kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 89 huruf f terdiri dari:

a. pernbangunan dan penggantian; dan
b. rehabilitasi.

(,2)1 Belanjajernbatan padajalan kota sebagairnana dimaksud

pada ayat I( 1) harus sesuai dengan hasil

kajian/ perhitungan teknis serta sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan ..

Bagian Ketujuh

Belanja .Jembatan pada JaJan Kota

a, jalan setapak; dan

b. jalan lingkungan,
(2) Belanja jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

haru esuai de:ngan hasil kajian!perhitungan teknis serta
, , uai deng n ketentuan peraturan perundang-undangan,
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Pasal 104

Wali Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan

Standar Teknis Belanja Daerah berdasarkan pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.

Pasal103

Bagian yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di

bidang administrasi pernbangunan pada Sekretariat Daerah

dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengawasan internal rnelakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan Standar Teknis Belanja

Dae'rah.

BABIV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

dimaksud dalam pasal 89 huruf h yaitu Satuan biaya

yang digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat,

kendaraan operasional kantor, darr/atau kendaraan

lapangan roda empat atau bus serta kendaraan

lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah,

'(2.) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana

tercantum dalam Peraturan WaH Kota in] tidak

diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai,

'(3) Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

dapat mengacu pada harga pasar sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
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" RATNO NUGRAHAWAN
.. -~-,-- "
S\GNHERE

s ' __ETARIS DAERAH
I K.oTA CIMAH1,

Diundangkan di Cirnahi
pada tanggal 3u be! JC,~\' r

NGATIYANA

PIt. WALl KOTA GIMAHI"

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 l}-) - "1 If" I 0

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Cimahi,

Pasal 106

Pe:raturan Wali Kota ini rnulai berlaku pads tanggal

ditetapkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

penyelenggaraan Belanja Daerah sesuai dengan Standar Teknis

BeIanja Daerah,

terhadapjawab
Pasal 105
bertanggungDaerahPerangkat

BABV

KETENTUAN PENUTUP

- 53 I_
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.n. PASAL DEM:J,PASAL
Pasall

Cukup jelas,
Pasal2

Cukup jelas,
Pasa13

Cukup jelas.
Pasa14

Cukup jelas,

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang :menggantikan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 200S tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan
dinamika dalam Pemerintahan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No.mor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat delegasi kepada Pernerintah Daerah
untuk menetapkan Peraturan Wali Kota Cirnahi tentang Standar Teknis Belanja
Pemerintah Daerah Kota.Cimahi, delegasi tersebut tercantum dalam Pasal 51
ayat (5).

Standar teknis ini merupakan pedoman untuk belanja daerah, selain itu

standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Cirnahi,

Ruang lingkup dari Peraturan WaliKota ini yaitu Standar Teknis Belanja
Pemerintah Daerah yang terdiri dad:
a. Belanja Operasi; dan
b. Belanja Modal.

I. UMUM

PENJELASAN

PERA TURAN WALl KOTA ClMAHI

NOMOR TAHUN 2021

T.ENTANG
S'TANDAR.TEKNIS BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
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Pasa15

cukup Ietas.

Pasa16
Cukup jelas.

Pasa17

Cukup jelas.

Pasal B

Cukupjdas.

Pasa19
cukupietas.

Pasal 10

Culrup jelas,

Pasal 11

Cukup jelas,

Pasal12
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal14
Cukup jelas ..

Pasal Ifi

Cukup jelas.

Pasal16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pa:sall8
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas,

Pasa120
Cukup jelas,

Pasa121
Cukupjelas,

Pa'sa122
Cukup jelas,
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Pasal'23

Cukup jelas.

Pa:sa124
Cukup jelas,

Pasal25
Cukup jelas.

Pasal26
Cukup jelas,

Pasal 27
Cukup jelas ..

Pasal28
Cukup jelas.

Pasal29
Cukup jelas.

Pasal30

Cukup jelas,

Pasal.31
Cukup jelas.

Pasa13'2
Cukup jelas.

Pasal33
Cukup jelas.

Pa,sa134

Cukup jelas ..

Pasa135
Cukup jelas,

Pa,sa136

Cukup jelas,

Pasal37

Cukup jelas.

Pa.:sal38
Cukup jelas,

Pasal39
Cukup jelas,

Pasa140

Cukup jelas,
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Pasa141
Cukup jelas.

Pas,a142

Cukup jelas,

Pasa143
Cukup [elas.

P:asal44
Cuku.p jelas.

Pasa145
Cukup jelas,

Pasal46
Cukup jelas,

Pasal47
Cukup jelas.

Pasa148
Cukup jelas.

Pasal49
Cukup jelas,

PasalSO
Cukup jelas,

Pasal51
Cukup jelas.

Pasal S2
Cukup jelas,

Pasa153

Culrup jelas,

Pa:sa154
Cukup jelas,

Pasa155

Cukup jelas,

Pasa! ,56
Cuku,pjelas,

Pasal57
Cukup jelas,

Pasa158

Ayat (1)

Cukup jelas,
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Ayat 1(2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas,

Ayat (5,)

Uang representasi diberikan sesuai dengan perintah tugas
perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsi yang, melekat jabatan,
Ayat 1(6)

Cukup jelas,

Pasa159
Cukup jelas,

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal61
Ayat (I)
Cukup jelas.
Ayat (:2)1

Sekali jaJan yaitu dan Kota Cirnahi ke k bupaten/kota dalarn
provinsi yang sama, Banten, DKJ Jakarta, Jawa Teng h, dan

Yogyakarta (one way atau sekali jalan] rnerupakan satuan bi. ya

untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat

bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak Jain dari

ternpat Kedudukan ke Kota/Kabupaten tujuan sam atau
sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas ..

Pa:sa162
Cukupjelas.

PasaI 63

Cukup jelas,

Pasal64

Cukup jelas,
Pasa165

Cukup jelas,
Pasa166

Cukup jelas,
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__ ,"_", .. ,"C_&k hukum;

dil ' d n in .titu I pene ak

p a167

Cukup jelas,
Pa:sal68

Cukup jelas,

Pasal69

Cukup jelas,
PasaI 70

Cukup jelas,

Pasal 71

Cukupjelas.
Piasa) 72

Cukup jela .

Pasal,73

Cukupjela .
Pasal 74

Cukup jelas.
I\ya ('1)

Cu'kup J 10
Ay; (2)

Cukup jelas .,

A~ t (3)

LembaaJiti 'SI - itu II : ~- _ I

dan non litigasi aitu di lu I,m ,
hukum.

,Pasal7S
Cukup jelas,

Pasal76
Cukup jelas,

Pasal77
Cukup jelas,

Paw 78
Cukup jelas ..
J '79

Cukup jelas,
J I
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TAMBAHAN BE.R1TA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR il-~ ~

Pasa199
Cukup jelas.

Pasa1100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal102
Cukup jelas.

Pasal103
Cukup jelas.

Pasa1104

Cukup jelas,

PasallOS
Cukupjelas

Pasal106

Cukup jelas
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